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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara
cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota
Singkawang, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan PT. Sucofindo, tempat kediaman di Kota
Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2020 telah
mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Singkawang dengan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Skw tanggal 18 Juni 2020,
dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 7 Mei 1997, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 9 Mei 1997.

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun di Kabupaten Sambas,
kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir kembali tinggal di

rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Roban.
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3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah
dikarunia seorang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 15 Oktober 2005,
sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat:

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :

a. Tergugat sering menceritakan aib rumah tangga kepada
keluarga Penggugat.

b. Sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana
masalah kecil sellau dibesar-besarkan.

C. Sikap cemburu Tergugat yang berlebihan dimana Tergugat
selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.

d. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan.

e. Tergugat sering mengungkit barang dan uang yang telah
diberikan kepada Penggugat.

6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat
dengan kata-kata yang tidak sopan dan sering mengucapkan cerai serta
Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat seperti meninju dan
mencekik Penggugat.

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak pada tanggal 30 Mei 2020 yang disebabkan
Penggugat menjual perhiasan milik Penggugat untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari, pada saat pertengkaran tersebut Tergugat mencekik
Pengggugat.

8. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut berujung pada kejadian antara Penggugat dan Tergugat

pisah ranjang dan komunikasi tidak terjalin dengan baik.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi
dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cqg. Majelis Hakim agar memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan
relaas panggilan tanggal 23 Juni 2020 dan tanggal 07 Juli 2020 Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX,
atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat,
Kabupaten Sambas, tanggal 09 Mei 1997. Alat bukti surat tersebut telah di-
nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah
diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-
saksi yaitu :

I. SAKSI 1, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Barito, RT. 041

RW. 013, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota

Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ibu kandung

Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sambas,
terakhir tinggal di rumah saksi.

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
anak.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus.

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar, namun saksi langsung pergi karena tidak tahan menyaksikan
pertengkaran tersebut.

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah
Tergugat kurang memberikan nafkah dan suka marah-marah kepada
Penggugat.

- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik

seperti meninju dan mencekik. saksi pernah melihat langsung Tergugat
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meninju Penggugat, selain itu jika bertengkar Tergugat juga sering
mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1
(satu) bulan lalu, Tergugat kerja ke Pontianak, sekitar seminggu yang
lalu Tergugat ada datang memberikan uang untuk anak Penggugat dan
Tergugat.

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, nhamun tidak
berhasil.

Il. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Barito, RT. 041

RW. 013, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota

Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai kakak

Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sambas,
terakhir tinggal di rumah orang tua saksi.

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
anak.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus.

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar, karena saat itu saksi tinggal serumah dengan Penggugat
dan Tergugat di rumah orang tua saksi.

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah
Tergugat kurang memberikan nafkah, suka marah-marah, cemburu buta
dan sering menceritakan aib keluarga kadang melalui media sosial.

- Bahwa jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata talak dan
pernah melakukan kekerasan fisik seperti meninju wajah Penggugat,

saksi pernah melihat bekas pukulan tersebut.
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- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1
(satu) bulan lalu, Tergugat pindah Pontianak, sedangkan Penggugat
tetap di rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa Tergugat pernah datang 1 (satu) kali sekitar seminggu yang lalu,
tetapi bukan untuk menemui Penggugat hanya untuk memberikan uang
untuk anak Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, nhamun tidak
berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan
sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai
dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan
Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil’lkuasanya yang sah untuk datang
menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang
sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali
rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan
Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka
sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak
dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan
Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat
menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa pada
awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, dikarenakan Tergugat sering menceritakan aib rumah tangga
kepada keluarga Penggugat, sikap tempramen Tergugat yang berlebihan
dimana masalah kecil sellau dibesar-besarkan, sikap cemburu Tergugat yang
berlebihan dimana Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan
laki-laki lain, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat sering
mengungkit barang dan uang yang telah diberikan kepada Penggugat, jika
terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-
kata yang tidak sopan dan sering mengucapkan cerai serta Tergugat selalu
melakukan KDRT kepada Penggugat seperti meninju dan mencekik Penggugat,
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam
dan memuncak pada tanggal 30 Mei 2020 yang disebabkan Penggugat menjual
perhiasan milik Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pada saat

pertengkaran tersebut Tergugat mencekik Pengggugat, akibat dari perselisihan
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dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada
kejadian antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan komunikasi tidak
terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalii gugatan tidak dibantah oleh
Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari
adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak serta adanya
perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Penggugat
tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan
saksi-saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan
perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang
hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat
mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah)
yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta
otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah
pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dengan
demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan
pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu
mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan
Tergugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat

mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat
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mengajukan dua orang saksi keluarga yang diajukan Penggugat sudah dewasa
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, oleh karena itu, majelis hakim lebih
lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.
Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat memberikan

keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu
dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara
umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta
dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum
Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan
pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari
perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan
kedua saksi Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan
saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan
materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian,
karenanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti sebagai fakta-fakta
di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

- Bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat

telah terjadi perselisinan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kurang memberikan nafkah,

Tergugat sering mengucapkan kata talak dan Tergugat pernah meninju wajah

Penggugat

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 1 (satu)

bulan.

- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat

dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1
(satu) bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya memperbaiki
hubungan Penggugat dan Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat
sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan
Penggugat dan Tergugat, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan
dan mediator dalam proses mediasi, telah menasihati Penggugat agar tetap
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga
masih mengharapkan rukun bersama Penggugat kembali membina rumah
tangga, namun nasehat tersebut dan harapan Tergugat tidak berhasil merubah
sikap Penggugat, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan
Tergugat, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun
kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya
perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh
masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara
bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul
dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau
sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga
bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada
harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah
pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah
yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-
mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya
demikianlah alasan rasional (legal reasoning/ratio decidendi) dari Qaidah

Fighiyah yang berbunyi:
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Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama
figh dalam kitab Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholag untuk selanjutnya

menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :
axi giviz ply dazg 3l 8Ll O laioi 0x> $Mall plbi oMY, lixl 2i
cboYs puai
L)I olJ&o Jl_).o.'l'.uuyl u‘y CSJ)‘L; Uo 6 g.a 4.1.2_9_).” d.JDJ.)Jl Cuai Cu>g

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah
tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap
tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena
meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah
satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal
itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa
penyebab timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak
lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah
(brokendown marriage), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan
suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang
dan telah terbukti bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan
perpisahan tempat tinggal relatif lama selama 1 (satu) bulan, Tergugat telah
menunjukkan sikap untuk tidak kembali ke tempat kediaman bersama sehingga
sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa

gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih
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bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut
untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra
Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan
sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-
peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi

dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan
tanggal 22 Zulgaidah 1441 Hijriyah oleh Toharudin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua
Majelis, Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.l., M.H., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Zulgaidah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi,
S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.l., M.H. Toharudin, S.H.l., M.H.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,00
4. PNBP Panggilan . Rp. 20.000,00
5. Meterai . Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 411.000,00
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